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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses administrasi 
bagi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Pekanbaru Tampan. Manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan 
pengetahuan khususnya tentang proses sebagai wajib pajak non efektif. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan 
metode wawancara, studi pustaka, observasi dan analisis data yang 
dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. Dalam penelian 
ini menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview langsung 
Seksi Pelayanan pada KPP Madya Pekanbaru. Hasil dari penelitian ini 
menunjukan agar tidak adanya kekeliruan terhadap wajib pajak non 
efektif yang seharusnya tidak ada kewajiban membayar dan melaporkan 
pajaknya serta diharapkan wajib pajak lebih mengerti dalam 
melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dz proses administrasi bagi 
KPP Madya Pekanbaru secara langsung terjadi pada penerimaan di KPP 
Madya Pekanbaru. 
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  BAB I 
PENDAHLUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, baik pajak pusat 
maupun pajak daerah.Pemerintah terus berusaha untuk menaikkan target 
penerimaan pajak dari tahun ke tahun, hal ini dilakukan agar program-program 
pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan. 
Penerimaan pajak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik 
pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Dalam merealisasikan hal 
tersebut negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala 
kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah harus menggali sumber 
daya yang berasal dari dalam negri terutama pajak, serta harus mendapatkan 
dukungan dari masyarakat yang dituntut untuk turut aktif dalam pemenuhan 
kewajiban perpajakan agar penerimaan pajak negara meningkat. Pajak merupakan 
suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang 
disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan 
tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan 
pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara 
secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. 
Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke 
empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan 
tata cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib 
kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. 
Indonesia termasuk dalam kategori terendah, oleh karena itu perlu adanya 
terobosan untuk menggali potensi pajak baik secara kuantitatif maupun kualitatif. 
Kantor Pelayanan Pajak juga mengupayakan secara kuantitatif dan secara 
kualitatif agar jumlah Wajib Pajak terus bertambah dan juga untuk melakukan 
control terhadap jumlah Wajib Pajak. Hal tersebut dikarenakan kurangnya 
kepahaman Wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Dan didalam jumlah 
Wajib Pajak yang terdaftar sudah banyak Wajib Pajak yang tidak lagi 
menjalankan usahanya, tetapi Wajib Pajak tersebut masih belum melakukan 
permohonan Wajib Pajak Non Efektif. Hal ini yang dapat membuat Wajib Pajak 
yang terdaftar danWajib Pajak yang melakukan pembayaran jadi tidak seimbang. 
Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia permohonan pengajuan Wajib Pajak 
Non Efektif bisa dilakukan secara manual dan secara elektronik, tetapi masih 
sangat jarang sekali Wajib Pajak yang menggunakan secara elektronik. 
Dikarenakan Wajib Pajak sendiri masih sangat awam dengan cara elektronik. 
Oleh karena itu Wajib Pajak lebih memilih permohonan pengajuan Wajib Pajak 
Non Efektif menggunakan cara manual, karena dengan permohonan pengajuan 
Wajib Pajak Non Efektif secara manual ini Wajib Pajak lebih paham dan mengerti 
dibandingkan dengan cara elektronik (http://www.nusahati.com). 
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Banyaknya wajib pajak badan yang kurang memahami untuk me-non 
efektifkan usaha. KPP Madya Pekanbaru juga melakukan pemeriksaan terhadap 
Wajib Pajak Badan yang sudah tidak melakukan dan telah menjadi wajib pajak 
non efektif. Berikut Wajib Pajak Non Efektif dari tahun 2018 s.d 2020. 
Tabel 1.1 
Wajib pajak Non Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru 
No Tahun Wajib Pajak Terdaftar Wajib Pajak Non Efektif 
1 2018 1178 58 
2 2019 876 3 
3 2020 910 28 
Sumber: Database lokal KPP Madya Pekanbaru (2021) 
Berdasarkan tabel 1.1 jumlah Wajib Pajak Non Efektif tahun 2018 
sebanyak 58 dari 1178 wajib pajak yang terdaftar. Ditahun 2019 wajib pajak non 
efektif sebanyak 3 dari 876  dari wajib pajak yang terdaftar dan ditahun 2020 
wajib pajak non efektif sebanyak 28 Wajib Pajak Non Efektif. Menurut KPP 
Madya Pekanbaru lebih banyak yang menggunakan secara manual langsung 
datang ke KPP yaitu dengan mengisi formulir permohonan dan surat pernyataan 
wajib pajak non efektif yang telah disediakan pihak KPP. 
Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul 
“PROSES PENGADMINISTRASIAN WAJIB PAJAK NON EFEKTIF 
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PEKANBARU” 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah wajib pajak non efektif tetap diharuskan membayar pajak 
terhitung di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru? 
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2. Apa saja proses administrasi bagi Wajib Pajak Non Efektif di Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru? 
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat lah sebuah tujuan yaitu 
sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui apakah wajib pajak non efektif tetap diharuskan 
membayar pajak terhitung di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru 
Tampan. 
2. Untuk mengetahui apa saja proses administrasi bagi Wajib Pajak Non 
Efektif di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru Tampan. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat ilmu pengetahuan dalam 
ilmu bidang perpajakan sebagai berikut: 
1. Bagi penulis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan 
bagi penlis khusus nya tentang dampak sebagai wajib pajak non 
efektif. 
2. Bagi Universitas adalah penelitian ini dapat dijadikan referensi 
bahan pembanding penelitian lain dan dapat digunakan sebagi 
peneliti berikutnya. 
3. Bagi Dinas adalah agar dapat menjadi masukan dan 
mensosialisasikan pengajuan sebagai wajib pajak non efektif 
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kepada wajib pajak yang sudah tidak memiliki kriteria sebagai 
wajib pajak aktif lagi 
1.4 Metode Penulisan 
1.4.1  Lokasi dan Waktu Penulisan 
Penelitian ini dilakukan JL. Mr Sm Amin Ring Road Arengka II Pekanbaru 
Riau 28293, Simpang Baru, Tampan, Pekanbaru City, Riau 28292. Penelitian ini 
di lakukan pada pertengahan bulan juni sampai dengan akhir juli 2021. 
1.4.2  Jenis Data 
a. Data Primier adalah data yang diperoleh secara langsung dan diambil 
melalui wawancara. 
b. Data Sekunder adalah data yang di peroleh dari Kantor Pelayanan Pajak 
Madya Pekanbaru. 
1.4.3  Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang akan dilakukan penulis berdsarkan prosedur yang 
ditetapkan, yaitu dengan cara yang telah dipaparkan dibawah hal-hal yang akan 
dibawakan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan penulis 
menggunakan 4 teknik pengumpulan data yaitu: 
1. Wawancara, yaitu dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan pada 
pihak yang berkepentingan terhadap masalah yang sedang diteliti. 
2. Observasi, yaitu dengan cara pengamatan dan pencatatan langsung terhadap 
fenomena yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru. 
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3. Studi Pustaka, yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan 
buku,internet,dan referensi yang berhubungan dengan laporan Tugas Akhir 
ini. 
4. Analisis Data, menggunakan metode deskriptif yaitu mengolah data-data 
yang telah didapat dan membandingkan masalah teori dan praktek dengan 
ketentuan tertentu, sehingga dapat menarik kesimpulan. 
1.5 Sistematika Penulisan 
Sistematika tugas akhir ini merupakan garis besar penyusuna yang bertujuan 
untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir 
yaitu seagai berikut: 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini merupakan bab yang berisikan latar belakang,perumusan 
masalah,tujuan dan pemanfaatan penelitian, metode penelitian 
dan sistematika penulisan. 
BAB II :   GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian 
yang meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Pekanabaru, Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Madya 
Pekanabaru Tampan, Struktur Organisasi Kantor Pelayanan 
Pajak Madya Pekanabaru, dan Uraian Tugas (Job Description) 





BAB III :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
Penulis menguraikan gambaran data dan mengenai dampak 
pengadministrasian wajib pajak non efektif di Kantor Pelayanan 
Pajak Madya Pekanbaru.  
 
BAB IV :  PENUTUP 
Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan 






2.1  Gambaran Umum Mengenai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jendral 
Pajak yang melaksanakan pelayanan dibidang perpajakan kepada masyarakat baik 
yang terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja 
Direktorat Jendral Pajak (DJP). 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya atau Medium Tax Office (MTO) 
adalah unit kerja vertikal dibawah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang harus 
mengadministrasi wajib pajak besar regional. Hal ini sebagai akibat dari 
perubahan organisasi kantor pelayanan dari organisasi berbasis jenis pajak 
menjadi organisasi organisasi berdasarkan fungsi. 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) modren terbagi dalam empat jenis, yaitu : 
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Besar 
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Khusus 
Di Riau dan Kepulauan Riau kantor wilayah Direktorat Jendaral Pajak 
(DJP) terdiri dari tiga belas (13) kantor, yaitu: 
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru 
2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Batam 
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3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan 
4. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan 
5. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Batam 
6. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan 
7. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Pinang 
8. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Balai Karimun 
9. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Dumai 
10. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Kerinci 
11. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Rengat 
12. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinag 
13. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bengkalis 
2.2  Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 
Pekanbaru 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru, beralamat di Jl. Mr. Sm. 
Amin Ring Road Arengka II Pekanbaru, didirikan berdasarkan KMK 
Nomor238/KMK.01/2006 tanggal 9 Mei 2006 dan mulai efektif sejak tanggal 1 
Juli 2006. 
Struktur kantor ini menganut paradigma baru, yaitu berdasarkan fungsi 
sehingga tanggungjawab wewenang serta alur kerja sama masing-masing unit 
menjadi lebih fokus, yang pada akhirnya akan menciptakan efisiensi dan 
efektifitas dalam pemberian Pelayanan, bimbingan dan pengawasan pada Wajib 
Pajak. Alamat Kantor Pelayanan Pajak Sekarang masih menempati gedung 
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bersama dengan KPP Madya Pekanbaru Tampan di Jl. Mr. Sm. Amin Ring Road 
Arengka II Pekanbaru. 
2.3  Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru 
1. Visi Direkotrat Jendral Pajak 
“Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik 
di wilayah Asia Tenggara dan mewujudkan pelayanan perpajakan yang 
profesional dengan kinerja yang baik serta dapat dipercaya untuk dapat 
menigkatkan pendapatan negara dari sektor pajak di lingkungan Kantor 
Wilayah Direktur Jendral Pajak (DJP) Riau”. 
2. Misi Direkotrat Jendral Pajak 
“Menyelenggarakan fungsi administrasi Perpajakan dengan 
menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka 
membiayai Penyelenggaraan Negara demi Kemakmuran Rakyat serta 
untuk menigkatkan penerimaan dan pendapatan negara melalui pajak ”. 
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi tersebut, maka diperoleh 
sasaran yang dicapai oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya 
Pekanbaru, yaitu : 
a. Tercapainya Penerimaan Pajak. 
b. Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan Perpajakan. 
c. Melakukan Pemberkasan Berkas-Berkas Wajib Pajak Dengan Baik. 




e. Penigkatan Sarana dan Prasarana Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Madya Pekanbaru. 
f. Intensifikasi dan Ekstifikasi Terhadap Subjek Pajak dan Objek 
Pajak. 
g. Melakukan Update Terhadap Perubahan Data Wajib Pajak. 
h. Melakukan In House Training dan Rapat Pembinaan Secara Rutin. 
2.4  Struktur Organisasi Unit Kerja KPP Madya Pekanbaru 
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang memperlihatkan 
sejumlah tugas-tugas dan kejadian-kejadian untuk mencapai tujuan organisasi. 
Hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab setiap anggota 
didalamnya, biasanya bekerjasama dengan baik untuk mencapai tujuan yang 
dimaksud. 
Dalam suatu perusahaan yang menentukan bentuk organisasi adalah 
pimpinan yang bertujuan untuk mempermudah pimpinan dalam melaksanakan 
tugas-tugas yang menentukan bagian-bagian pekerjaan serta merupakan suatu alat 
untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan 
kepada bawahan. 










Sumber : Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya     
Pekanbaru  Tahun 2018. 
2.5  Tugas dan Fungsi 
1. Tugas 
KPP Wajib Pajak besar dan KPP Madya mempunyai tugas pelaksanakan 
penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak, dibidang Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang 
Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Fungsi 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertical Direktorat Jenderal Pajak. Dalam 
melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 54. KPP Madya 
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 
a. Penyuluhan Perpajakan. 
b. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. 
c. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak. 
d. Pelaksanaan konsultasi Perpajakan. 
e. Pembetulan ketetapan Pajak. 
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f. Pelaksanaan administrasi kantor. 
2.6  Bagian Unit Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Pekanbaru 
Susunan bagian unit organisasi KPP Pratama Pekanbaru Madya terdiri 
dari: 
1. Kepala Kantor 
2. Sub Bagian Umum Terdiri dari : 
a) Pelaksana Kesekretariatan 
b) Pelaksana Bendahara 
c) Pelaksana Kepegawaian 
d) Pelaksana Rumah Tangga 
3. Seksi-seksi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Madya : 
a) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 
b) Seksi Pelayanan 
c) Seksi Penagihan 
d) Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 
e) Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV 
f) Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak 
Adapun uraian tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor 
Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Kantor 
a. Mengkordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak 
sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah 
b. Mengkordinasikan penyusunan rencana pengamanan penerimaan 
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pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi 
keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. 
c. Mengkordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai 
arahan kepala kantor wilayah. 
d. Mengkordinasikan rencana percairan dana strategis dan potensi 
dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. 
e. Mengkordinasikan pengelolaan data guna menyajikan 
informasi perpajakan. 
2. Sub Bagian Umum 
Mengkordinasikan tugas Pelayanan Kesekretariatan dengan cara 
mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah 
tangga perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor Pelayanan 
Pajak. 
3. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi 
Melakukan pengumpulan, Pencarian dan Pengelolaan Data, 
Penyajian Informasi Perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, 
pengamatan potensi perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, 
pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing serta penyiapan laporan kinerja. 
4. Seksi Pelayanan 
Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 
hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, 
penerimaan dan pengelolaan pemberitahuan, serta penerimaan surat 
lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta 
15 
 
melakukan kerjasama perpajakan. 
5. Seksi Penagihan 
Adapun tugas seksi penagihan : 
a. penagih aktif. 
b. Penundaan dan angsuran tunggakan pajak. 
c. Urusan penata usahaan piutang pajak. 
d. Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda 
pembayaran piutang pajak dari Wajib Pajak. 
e. Memberi Surat Tagihan (ST). 
6. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal 
Mempunyai tugas melakukan  usulan pemeriksaan, penyusunan 
rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, 
penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, pemantauan 
serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. Pengendalian intern, 
pengolaan resiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tidak 
lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses 
bisnis 
7. Seksi pengawasan dan konsultasi I.II.III.IV 
Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban 
perpajakan Wajib Pajak, bimbingan atau himbauan kepada Wajib Pajak 
dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis 
kerja Wajib Pajak melakukan rekonsilasi data Wajib Pajak dalam rangka 
melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak dan 
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melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultasi. 
8. Kelompok Fungsional Pemeriksaan Pajak 
Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan 







4.1  Kesimpulan 
a. Wajib pajak non efektif dalam membayar pajak terhitung di KPP Madya 
Pekanbaru yaitu wajib pajak non efektif tidak diharuskan membayarkan 
dan melaporkan pajak karena yang wajib membayar dan melaporkan 
hanya yang berstatus aktif saja. 
b. Tahap pengajuan status non efektif sebagai berikut : 
1. Anda harus mengisi formulir permohonan penetapan wajib pajak non 
efektif sebagai permohonan untuk menjadi wajib pajak non efektif. 
2. Permohonan ini bisa anda lakukan secara online dengan mengisi 
formulir permohonan penetapan wajib pajak non efktif pada aplikasi 
e-Registration yang tersedia pada laman Dirtjend pajak 
(www.pajak.go.id) atau secara tertulis dengan mengisi formulir 
tersebut dan mengirimkannya ke KPP. 
3. Permohonan yang telah disampaikan oleh wajib pajak melalui aplikasi 
e-Registration dianggap telah ditanda tangani secara digital dan 
memiliki kekuatan hukum. 
4. Wajib pajak yang telah menyampaikan formulir tersebut juga harus 
menyertakan dokumen yang diisyaratkan melalui e-Registration 
maupun secara langsung ke KPP wilayah tempat tinggal atau tempat 
usaha wajib pajak. Dokumen yang diisyarat kan adalah dokumen yang 
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menunjukkan bahwa wajib pajak memenuhi kriteria sebagai wajib 
pajak non efktif. 
5. Batas waktu penyertaan dokumen yang diisyaratkan adlah 14 hari. 
Bila setelah 14 hari kerja KPP belum menerima dokumen yang 
dimaksud, maka permohonan untuk wajib pajak NE dianggap tidak 
diajukan. 
6. Namun bila dalam jangkauan waktu yang ditentukan, dokumen yang 
diisyaratkan sudah diterima secara lengkap, maka KPP akan 
menerbitkan bukti penerimaan surat secara elektronik. 
7. Untuk menetapkan wajib pajak non efektif secara jabatan, Direktorat 
Jendral Pajak (DJP) akan melakukan penelitian administrasi 
perpajakan terlebih dahulu, sebelum menetapkan seorang wajib pajak 
sebagai wajib pajak NE. 
8. Bila KPP telah menyetujui permohonan wajib pajak dan telah 
menetapkan menjadi wajib pajak NE, maka KPP akan menyampaikan 
pemberitahuan kepada wajib pajak dimaksud. Kemudian pusat 
informasi perpajakan kantor pusat DJP akan memberikan kode “NE” 
pada master file wajib pajak yang bersangkutan. 
4.2 Saran 
Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru diharapkan dapat 
mensosialisasikan terkait dengan Wajib Pajak Non Efektif. Lebih 
menghimbau kepada wajib pajak agar tidak menjadi Wajib Pajak Non 
Efektif, kecuali untuk yang benar-benar tidak bisa menjalankan usaha atau 
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tidak lagi memenuhi kewajiban perpajakannya. Agar tidak adanya 
kekeliruan terhadap wajib pajak non efektif yang seharusnya tidak ada 
kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya serta diharapkan wajib 
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Daftar Pertanyaan Wawancara 
 Daftar wawancara dengan bapak muhamad fikri, selaku seksi pelayanan di 
Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagai berikut: 
1. Apakah administrasi untuk wajib pajak non efektif terdata secara 
lengkap? 
2. Apakah wajib pajak non efektif tetap diharuskan membayar pajak 
terhitung? 
3. Apabila ada wajib pajak yang 3 tahun berturut turut tidak melapor SPT 
apakah langsung ditetapkan sebagai WPNE atau gimana? 
4. Apakah dari KPP mengirim surat/email kepada WP sebelum WP 
tersebut ditetapkan sebagai WPNE? 
5. Apa saja kendala dan upaya dari pihak KPP dalam pengadministrasian 
WPNE? 
6. Apa saja dampak administrasi bagi wajib pajak non efektif? Dan 
bagaimana solusi yang dapat  dilakukan oleh pihak KPP dalam 
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